QANLUN
NABUPATIN BIREUEN
NOMOR 53 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Menimbang :

Mengingat

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAII YANG MAHA KUASA

e

(S8

(OS]

BUPATI BIREUEN,

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Dacrah. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran merupakan jenis Retribusi Dacrah yang pungutannya

menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota:

. bahwa schubungan dengan hal (ersebut di atas untuk kelancaran

penyelengsaria pemeriniahan dan pembangunan yang memerlukan
pembiayaan.  perlo menetapkan  Retribusi Pemeriksaan  Alat
Pemadam Kcbakaran schagai salah satu sumber Pendapatan Asli

Daerali;

bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

Undang-undang  Nomor 8 ‘Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981
Nomor 76 Tambahan |.embaran Negara Nomor 3209):
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi  Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lemntara, tegaa Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3839),

Undang-undang Nomor 25 ‘T'ahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
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S llmlnngz-uml:m;; Nomor <4 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Keistimewaan  Propinsi Daerah Istimewa Acch (.embaran Negara
Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan I

3893):

cmbaran Negara  Nomor

Undang-undang Nomor 48 “Tahun 1999 tentang  Pembentukan
Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor
I897):

7. Undang-undang Nomor 8§ Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-undang. Nomor 48 Tahun 1999 tentang  Pembentukan

Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (!embaran Negara
1

abun 2060 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);

8. Undang-undang Nomor 34 “Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

Undang-undang, Nomor 18 “Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Dacrah (ILembaran Negara ‘Tahun 2000 Nomor 246,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048)

L]

9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 200| tentang Otonomi Khusus

Bagi Provinsi Dacrah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

10. Peraturan  Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentan ¢laksanaan
gp

Undang-undang Nomor 8 Tahun 198 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3258);

Il Peraturan Pemerintah Nomor 66 T'ahun 2001 tentang Retribusi

Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4139);

12.Keputusan  Presiden Nomor 44 Tahun 1999 (entang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan

Keputusan Presiden '(Lcmburun Negara Tahun 1999 Nomor 70),

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah:;
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14, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 lentang

Pedoman Tata Cary Pemungutan Retribusi Dacrah:
IS5, Keputenn Menien Dalam iNegert Nomor 175 Tahun 1997 tentang
Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daeral:

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang
Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat | dan

Daerah Tingkat 11

I'7 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Dacrah Nomor 50
Tahun 2000 1entang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Perangkal Daerali Kabupaten/Kota:

I8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 lentang
Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum

Dacrah:

19 Keputusan Menteri Daiaim Negert Nomor 22 “T'ahun 2001 lentang

Bentuk Prodik-nradl: 1 1:ym Daersh:

20.Keputusan Menteri Dalam Negert Nomor 23 Tahun 2001 lentang

Prosedur Penyusunan Produk 1Hukum Dacrah;

21.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang

Lembaran Daerah dan Rerita Daerah.
22 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002

tentang Pengakuan Kewenangan Kaby aten dan Kota.
o o o

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHN KABUPATEN BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:  QANUN  KABUPATEN BIREUEN  TENTANG RETRIBUSI
PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal |
Dalam Qanun ini yang dimaksud.dengan ;

I. Daerah adalah [Kabupaten Bireuen; Y
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Penwimah Dacrn o Nepnle Dacial beserlu Cetanghat Dacrah
Otonom yang lainnye sebagar Badan ERsekotrDacral:

Y Bupan adalah Bupan Bireuen,

ToPebat pdalah | Pepawar Negert Sipil yang dibert tugas  tertentu di
bicang Retibust Daeral sestan dengan Peraturan Perund ing-undangan
vang berluku,

S Kas Dacrah adalal Kas Dueialy Nabupaten Bircuen:

O Badan adalah suntu bentuk Badan Usaha yang, meliputi Perseroan
Terbatas, Perseronn Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atan Dacrah dengan nama dan’ bentuk apapun, Persekutuan,
Peckumpulan, Frema, Nongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang,
sejenis, Lembaga, Dang Pessiun, bentuk usaha letap serta bentuk badan

usaha Lunnya,

Lo ALt Pemadam Nebakaran adalah alag-alag (cknis yang dipergunakan
LU el dan e winkan kebakaran:

8o Pemeriksaan dan pengupan alat pemadam adalah tindakan dan atay
aenguan oleh Pemerinah Daeral untuk menjamin agar alat pemadam
kebakaran selalu dulam keadaan dapat berlungsi dengan baik;

9. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi aas Jasa yang disediakan atau

diberikan  oleh Pemerintah Dacrah untuk  tujuan kepentingan  dan

kemanfaatan umun serta dapat dinikmati ofehy orang pllbddl atau badan;

10. Retribusi Pemeriksaan ALy Pemadam Kubakamn yang sclanjutnya

7 .
dapat discbut retribus; adalah Pembayaran Qas pelayanan pemeriksaan

oleh Pemerintah Dyergh terhadap alat-alag pemadam- kebakaran yang

dimiliki dan atay dipergunakan olely masyarakat;
1. Wajib Retribysi adalah orang pn‘{mdl alau badan yang memiliki dan

atau menguasai - Aly( Pemadam Kebakaran menurut  Peraturan

l’crundzmgumhu|gun Retribusi Daeraly diwajibkan untuk melakukan

pembayaran Re(ribusi

12 Masa Retripus adatan jang) waktu tertenty yang merupakan batas
waklu - bug; Wi retribus; untuk - memanfaagkan Jasa pelayanan
pemeriksaan gy pemadam kebukaran;

13 Suirat A /
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13 Sural Pendaltaran Objek Retribusi Dacerah yang sclanjutnya  dapat
disingkal SPAORD, adalah surat yang digunakan olch wajib retribusi
untuk melaporkan da objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan
pembayaran  retribus; yang - lerutang menurut Peraturan Perundang-
undangan Retribusi Dacrah:

I4.Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi
yang terutang;

I5.Surat Keletapan Retribusi Dacrah Kurang Bayar Tambahan yang
sclanjutnya dapat disingkal SKRDKIBT adalah Surat Keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

16 Surat Ketetapan Retibus! Dacrah Lebih Bayar, yang selanjutnya  dapat
disingkat SKRDLIB adalal; Surat Keputusan yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena Jumlah kredit 1etribusi lebih
besar dari dari pada retribusi yang (crutang alau tidak scharusnya
terutang;

[7.Surat Tagihan  Retribusi Dacrah yang sclanjutnya dapat disingkat
STRD adalah surat uniuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda;

I8.Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan
terhadap STRD, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib
Retribusi;

19. Pemeriksaan — adalah scrangkaian  kegiatan  unquk mencari,
mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam
rangka  pengawasan kepatuhan — pemenuhan kewajiban  retribusi
berdasarkan Peraturan Pcrumd:!ng-'.!ndz:ngzm Retribusi Dacrah;

20 Penyidikan  undak pidana di bidang Retribus; Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan olch Penyidik Pegawai Negeri
Sipil, yang sclanjutnya  disebut Penyidik, untuk mencari serta
mengumpulkan: bukti yang dengan bukti ity membuat lcrang tindak
pidana di bidang Retribusi Dacrah yang lerjadi serta menemukan

tersangkanya.

N V4
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BAR I
NAMACORIER DAN NURIEN RETRIBLN)

Pasal 2

Dengan nana Rerivos B Saan N Donadain. Nedukanir dipuingut

bt e N PO G AR POl didait ANTINERCE N TN

NI e e COvimagam Kebak dian

Pasal 3

(DObIK Re bt adulah Polvanan pemerksaan Jan aay DN L, R

Pomeiinieh Daviah i ankap alacalat pomadain Kedakaian NAITR JmIR)

dan atag dupergunakan  oieh MANURA J g0 gdung UK

PRI Ungm dustry INTUURURgU Juit goduing DRrUigRa emasuk

NI, ROIORUENGER Jus sl syss, ‘
(3 Didak tormasek obiok Rotnben:  adukah poluvainan NIRRT Hak

PO RCDA L 20 AR Jumhk  Juae Sy 41;\\3\;‘*&&.&? Qi
RNV RWRG 1 rwmgh UNRRed duid pPoRavuing? Domadiam AT IR TN

P madain N oouh e

vaaad 4

CISubrR Rewrbua aokuh YR PR Ry Dauit NHIR NOmpeiaeh
PeRavainan pemer ik gkt oo dan Pemadam K coukarsin.
(D Unwk - sparteman, Komduminum, Ul umad susun, Doy temped

penguapain, Padik. suldyek rermibus: adalsn AWK gl

BAB I
GOLONG AN RETRIBL S
Pasal 3

Retrbusi Pemerkssur \it Pomadim Keburarsn dgoengiae sdwgs

Rewbdus: Jasa Umgee.

ST S ‘f*i
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BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan Jasa dihitung berdasarkan l'r;:kuensi dan jumlah Alat
Pemadam Kebakurgn yang diperiksy dun g(ay diuji.
BABY

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi

adalah unuk menutup sebagian biaya penycelenggaraan pelayanan,

(2) Biava sebogaimnn: i, o dadun aya (1) adalah braya penyediaan

peralatan, sepel. operasional Jan pemctiboraan,

BAB Vi
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan Jenis dan ukuran alat pemadam
kebakaran. '
(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan scbagai berikyt:
a. Jenis busa, super busa dan sejenisnya

- s sampzi 25 liter sehesar Rp. 6.000,-
- 181 lebih darj 25 liter sebesar Rp. 8.000,-

b. Jenis Dry Powder (serbuk), Gen CO2. Halon

R LY Pe,
- hcrf]t _'-;::’!1;)... MViinai o,

an sejenisnyg
& sebesar Rp. 8.000.,-

Kg sampai dengan 20 Kg sebesar Rp.12.500,-
- berat lebih darj 20 Kg sebesar Rp.25.000.-

- berat Iehih dari 4

h RAD A /
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BADB Vii
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9
Retribusi yang lerutang dipungut di- Wilayah Dacrah tempat pelayanan
diberikan.
RAR VI
MASA RETRILUSE DAN SAAT RITRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

Masa retribusi adalah Jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 11
Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD  atau
dokumen Tain vane ol
BAB IX
s SURAT PENDAFTARAN
Pasal 12
(1) Wajib Retribusi walih mengisi SPJORD.

(2)SPAORD sebagaimana dinvaksud dalam ayat (1) harus di isi dengan
Jelas, benar g lenpkap serto ditands Kingani oleh Wajib Retribusi atau

Kuasanyz,
(3) Bentuk, isi serla tata cara pengisian dan penyampaian SPAORD
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oich Bupai.
BAB X
CENLDTAVAN RISTRIBUSI
Pasal 13

(1) Berdasarkan SPJORD scbagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1)

ditetapkan retribusi leratang dengan menerbitkan SKRD atay dokumen

lain yang sah;
(2) Apabila ... ... A%
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(2) Apabila berdasarkan fs)! pemeriksaan dan ditemukan data bary dan,
dlau data yang  semula belum  terungkap yang  menyehabkan

penambahan umlah  retnbys; yang terutang,  maka  dikeluarkan
SKRDK

(3) Bentuk. isi. dan tata cara penerbitan SK2D atan dokume - lainy yang sah

sebagaimany dimaksud dalam ayat ( I) ditetapkan oleh Bupati,

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

(1) Pemungutan retribys; tidak dapat diborongkan.

(2)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRID atay dokumen lain
yang sah, dan SKRDK 3T

BAB X1
SANKSI ADMINISTRASI

- P
Sasat 15

Dalam hal Wujit Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atay

kurang membayar, dikenakan sanksi administras; berupa bunga sebesar 2

%
(dua) persen setiap bulan darj

retribusi yang terutang atau kurang dibayar
dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB X111
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16

(1) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus di muka untuk I (satu) kali
masa retribusi.

(2) Tata cara pembay;

Iran, penycetoran, tempat pembayaran retribus; diatur
dengan Keputusan Bupati.

BAB /%
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BAB X1V
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 17

(1) Pengeluaran surat leguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai
awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera
setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam Jangka  wakty 7 (tujuh)  hari setelah tanggal  surat
leguran/peringatan/ surat ain yang sejenis, Wajib Retribusi harus

melunasi retribusinya yang lerutang,
(3)Surat teguran sebagimana dimaksud dalam ayal (1) dikeluarkan oleh
pejabat yang ditunjuk.
BAB XV
KEBERATAN
Pasal 18

. (1) Wajib Retribusi dapal mengajukan keberatan hanya kepada Bupati
alau pejabal yang ditunjuk alas SKRD alau Dokumen lain yang sah
SKRDKBT dan SKRDLB.

2

(2) Keberatan diajukan secara teriulis dalam bahasa Indonesia dengan

disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam  hal Wajib  Retribusi mengajukan keberatan  atas ketetapan

retribusi, Wajib Retribusi  harus dapal membuktikan ketidakbenaran

ketetapan retribusi tersebut, '
(4) Keberatan harus diajukan dalam Jangka wakty paling lama 2 (dua) bulan
sejak tanggal SKRD atay dokumen lain yang Sah, SKRDKBT dan
SKRDLB diterbitkan, keeyali apabila. Wajib Retribysi lerientu: dapat
menunjukkan bahwa Jangka waktu ity tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya,

(5) Keberatan yang tidak memenuhi
dalam ayal (2) dan (3)

tidak dipertimbangkan.

persyaratan  sebagaimana dimaksud

lidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga

(6) Pengajuan ... //\/
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(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi

dan Pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 19
(1) Bupati dalam Jangka  waktu paling lama 6 (cnam) bulan sejak tanggal

Surat keberalan diterima harus memberi keputusan keberatan yang

diajukan,

(2) Keputasan Bupati atas keberatan, dapat berupa menerima seluruhnya
alau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi  yang

terutang,
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat
dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan

tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20

(I)Atas  kelebihan  pembayaran  retribusi, Wajib  Retribusi  dapat

mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
diterimanya permohonan kel=bihan pembayaran retribusi sebagaimana

dimaksud dalam ayal (1), harus memberikan keputusan,

(3) Apabila  jangka waktu sebagaimana  dimaksud dalam ayat (2) telah
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suaty keputusan, permohonan
pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB

harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama | (satu) bulan,

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran retribusi scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahuly utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dilakukan dalam Jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan

sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6) Apabila ... /’7/
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§) FAYAN . e . . [

(0 Apabiky penzembalian pembayaran retribusi dilakukan  setelah  lewat
_lﬂ‘l"l‘gk.‘l Waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar
- -l;\(\]ll;l) pemsen: sebulan atas Keterlambatan pembavaran kelebihan
retribusi. '

Pasal 21

) Pe an WO N ! ! 1al
(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembavaran retribusi diajukan

secara tertulis Kepada Bupat dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:

a Nama dan alamat wapih retribust:

b Maso retrihelg

¢ Besariva Kelebihan pembayaran,

d Alasan vang disingkat dan jelas
2 P e P i i ; tbusi dis
(=) Pemohoran pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan

secara langsung atau mekdur Pos tereatat.
(3) Bukt Pencrimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman  pos

tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

(1) Pengembalian Kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat
perintah membavar kelebihan retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribus diperhitungkan dengan utang
retribust fainnya. scbagaimana dimaksud  pada pasal 20 avat (4),

peimindainbukuan dan  bukt

A ves v
Gononn

pembayaran  dilakukan o cuta

penmindahbukuan juga berlaku sebagar buku poembayaian,

BABXVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 23

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan

retribusi.

(2) Pemberian  pengurangan,  keringanan  dan pembebasan  retribus?
sebagaimana dimaksud dalam =yat (1) diberikan dengan memperhatikan

kemampuan Wajib Retribust.

, 2

(3) Tata ... /ly
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(3) Tata car Pengurangan kcm'ugmum dan pembebasan retribusi

ditetapkan ol Bupats

BABXVII
KEDALUWARSA PENAGIHIAN

Pasal 24

() Hak  antuk melakukan penagihan retribusi,  kedaluwarsa  setelah
melampaui jangka wak 3 (tiga) tahun terhitung scjak saat terutangnya

retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di

|

|
) |
bidang retribs,

(2) Kedaluwarsg penagthan retribusi schagaimana dimaksud dalam ayat

(1) pusal it angguh apabig
a Diterbitkan surat leguran atau;

b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung

maupun tidak Tangsung,

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 25
(1) Wajib - Retribusi yang Lid;

lak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan daeraly diancam pidana kurungan paling lama 6
(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (cmpat) kali Retribusi
Terutang,

(2) Tindak Piduna yang dimaksud dalam ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 26

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertenty dilingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk mel

akukan penyidikan
tindak pidana dibidang retribus;.

(2) Wewenang .. M .
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14

MV IdIK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
Menerima, mencant dan mengumpulkan serta meneliti keterangan
A Lporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi
Daerah agar Keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan
Jelas;

Mencliti, mencari dan mengumpuikan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
schubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah:

Memintg keterangan dan bahan bukt dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
Memeriksa buku-buku, Catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
Mclakukan pengecledahan untuk mendapatkan bahan  bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana Jibidang Retribusi Dacrah:

Menyuruh berhenti, meiarang sescorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
pada hurul'e;

Memotret sescorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi
Daerah;

Memangail orang untuk  didengar keterangannya dan diperiksa
sebagat tersangka atau saksi;

Menghentikan penyidikan;

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dibidang Retribusi Dacrah menurut hukum yang dapat

dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik - sebagaimana dimaksud - dalam ayat (1), memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada

Penuntut Umum  sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-

undang Nomor 8 Tahun 1981 teatang Hukum Acara Pidana.
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KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Pada saal mulai berlaku Qanun ini. maka semua peraturan  yang
bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 28
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang mengetahumya, memerintahkan pengundangan Qanun

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen
pada hmggiﬂ 30 November 2002 M
5 83 Ramadhan 1423 H

IREUEN,
REMUSFAEA A (&l.;\l\'(](;z\N(;

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 2 Desember 2002 M
P 27 Ramadhan 1423 H
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2002 NOMOR 58
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Rahwa dengan ditapian han-andang Nomar 34 Tahan 200K oname

Porubalion A Uindimac i s N T T oW wne P

Davah dan Retibuse Dactah don Porataran Pomenmiah Narar o8 T ahwm
JU0T entang Retibus: Nacrah, R weh memaadian Ovanomy Dacene
vang s, ma dan horangaung awab  kenada Dacrah  dihorican

Rewenangan  dan Aemandinan WNUR oA dan monauns tamas

g v sendun ook dalam Bl pengaalian smbe Pondanaim As

Daerah

Bahwa sehubungan ha tenedut, maka untek elancaran nomoiongaaraan

Pemenntahan dan pembangunan Nang berdava Quna dan barhas n

a2 THANN Quna R

untuk adamva keteriban dan Aetemuan dalam pemeriksaan Al pomadam

Kebakaran, dipandang peta enciaphan Retnbunt Pameriass Al

Pemadam Kebakaian

Bahwa winteh adama Aepastian hukam dadam Pomuanaian Ranbe

Pemenhsman \Lit P v hebolamn | pet i Bl da I SR aman
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Cukup jelay

Pasal 2

Cukup jolas.

Masal 3

Cukup jelay .
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Cukup jelas
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Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukep pelas
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Cuhup jelas
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Cubup jelas
Pasal 27
Cukup jelds
Pasal 28
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